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Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu  
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah  
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia 
Yang mengajar manusia dengan pena,  
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-„Alaq 1-5) 
 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS: Ar-Rahman 13) 
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS: Al-Mujadilah 11) 
 
Ya Allah, 
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, 
dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi warna-warni 
kehidupanku. Kubersujud dihadapanMu,  
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku  
Segala Puji bagi Mu ya Allah, 
 
Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirabbil‟alamin... 
Dengan ridha-Mu ya Allah, Engkau yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan 
Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa 
berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Amanah ini telah selesai, 
sebuah langkah telah usai. Namun itu bukan akhir dari perjalananku, melainkan awal dari 
sebuah perjalanan. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-
cita besarku... 
Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa 
dalam  syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Skripsi ini ananda persembahkan 
kepada Ibunda dan Ayahanda sebagai bukti cinta dan pengabdian ananda. Dengan kerendahan 
hati kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Hj. Nurhadijah, S.Pd 
dan Ayahanda H. Muhammad, A.Ma. Kepada abangku Ridha Sahputra S.E, S.Pd. dan yang 
teristimewa untuk Kakak tercinta Nurul Hikmah S.Sos.I yang tiada pernah hentinya selama ini 
 memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak 
tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.  
Ayah...Ibu...,terimalah bukti cinta dan pengabdian ananda sebagai kado keseriusanku 
untuk membalas semua pengorbananmu. Kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa 
kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. . 
Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan ibundaku, Setulus 
hatimu bunda, searif arahanmu ayah. Doamu hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu 
tuntunkan jalanku, Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu. 
Dan sebait doa telah merangkul diriku, Menuju hari depan yang cerah.  
Mamak... Ayah... kini anakmu telah selesai dalam studinya 
Maafkan anakmu Ayah.., Ibu.., masih saja ananda menyusahkanmu... 
Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam, seraya tanganku 
menadah “...Ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara 
kedua orangtuaku yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan 
baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal surga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka 
dari panasnya api nerakamu...” 
Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan 
didiriku, meski belum semua itu kuraih‟ insyaAllah atas dukungan doa dan restu semua mimpi 
itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terima 
kasih kepada: 
 
 Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA, Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag dan Bapak Dr. 
Armiadi, S.Ag., MA sera Bapak Misran, S.Ag., MA yang berperan penting dalam proses 
bimbingan hingga karya tulis ini dimunaqasyahkan.  
 
Untuk tulusnya persahabatan yang telah terjalin, spesial Untuk Riva Azkia Ridwam 
Zulaiva Ulya M. Yusuf, Nursafitri M. Hasan, dan semua teman-teman seangkatan prodi HES 
UIN Ar-Raniry. Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya, 
Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih.  
Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri 
Tanpa melibatkan bantuan dari orang lain 
Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain  
Bersama sahabat-sahabat terbaik 
  
Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan bantuan dan doa 
dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Kesuksesan bukanlah suatu 
kesenangan,bukan juga suatu kebanggaan, Hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir 
mutiara keberhasilan.  
 
Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya.Aamiin... 
 
Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, 
untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus 
sungai mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.  
 
Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal bangkit lagi.  
Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang” 
Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat 
Kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan.. 
Atas segala kekhilafan dan kekuranganku, 
Kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah. 
 
 
 
            Raudhah 
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 TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا  
Tidak 
dilamban
gkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب B 
 
17 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت T  18 ع  ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
19 غ  g 
 
5 ج J  20 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
21 ق  q 
 
7 خ Kh  22 ك  k  
8 د D  23 ل l  
9 ذ Ż 
z dengan titik 
di atasnya 
24 م  m 
 
10 ر R  25 ن  n  
11 ز Z  26 و w  
12 س S  27 ه h  
13 ش Sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
   
 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
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                  Tanda  Nama Huruf Latin 
 َ  Fatḥah A 
 َ  Kasrah I 
 َ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
             Tanda dan 
           Huruf 
Nama 
Gabungan 
      Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 
 َو  Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
فيك  : kaifa   لوه  : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
               Harkat dan 
              Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
 َا/ي  
Fatḥah dan alif  
atau ya 
ā 
 َي        Kasrah dan ya ī 
 َي  Dammah dan waw ū 
 
Contoh: 
لاق : qāla 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
لوقي : yaqūlu 
x 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t.  
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.  
Contoh: 
لافطلااةضور  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
۟ةرونملاةنيدملا  : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
       al-Madīnatul Munawwarah 
ةحلط  : Talḥah 
 
 Catatan: 
 Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.  
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti 
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.  
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt 
yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan yang berlimpah 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skipsi dalam bentuk sebuah 
penelitian yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Kota 
Banda Aceh” dengan baik dan lancar serta tepat pada waktu yang diharapkan. 
Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad 
saw beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat dari zaman 
jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta membawa 
udara perubahan pada peradaban manusia di muka bumi.  
Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi 
Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis banyak mendapatkan bantuan dan 
bimbingan secara langsung dan tidak langsung. Skripsi ini selesai berkat usaha 
dan kerja keras penulis serta doa dan semangat dari keluarga, sahabat dan dosen 
pembimbing, maka dengan segenap kerendahan hati dan penuh kasih penulis 
mengucapkan terima kasih setinggi- tingginya kepada: Kedua orang tua tercinta, 
Ibunda Hj. Nurhadijah, S.Pd dan Ayahanda H. Muhammad, A.Ma yang telah 
membesarkan, mendidik dan mencintai dengan sepenuh hati serta mendoakan dan 
memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Kalian adalah motivasi pertama untuk 
vi 
 
selalu tegar menghadapi semua fenomena dunia dan meraih kesuksesan hingga 
nantinya bisa menjadi orang yang berguna baik bagi agama, dan bangsa. Memiliki 
kalian berdua adalah anugerah terindah yang diberikan Allah Swt. Skripsi ini 
ananda persembahkan khusus untuk Ibunda dan Ayahanda sebagai bukti cinta dan 
pengabdian ananda. 
Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada Bapak 
Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA selaku dosen pembimbing I yang telah 
memberikan rekomendasi kepada penulis untuk mengadakan penelit ian ini serta 
memberikan waktu luang untuk membimbing penulis secara intensif. Juga Ibu 
Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag selaku dosen pembimbing II dan bapak Dr. 
Muhammad Maulana, MA yang juga telah memberikan arahan dan saran 
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dekan 
Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  beserta civitas 
akademika, seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah 
menjadi perantara bagi penulis untuk membagikan ilmu yang bermanfaat serta  
memberikan wawasan kesarjanaan. Dan kepada bapak Dr. Armiadi, MA selaku 
penasehat akademik yang telah memotivasi penulis untuk selalu mendapatkan 
nilai terbaik dari semester pertama sampai semester akhir.  
Terima kasih yang teristimewa penulis persembahkan kepada abang Ridha 
Sahputra S.E, S.Pd.I serta untuk Ayunda Nurul Hikmah, S.Sos.I yang 
senantiasa selalu mendoakan dan memberikan motivasi yang begitu besar dan 
juga menjadi penasehat bagi penulis kala terpuruk dan putus asa. Terima  kasih 
untuk motivasi dan semangatnya untuk selalu mengukir senyuman dan 
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kebahagiaan. Kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah memberikan data 
kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Para sahabat dan kepada 
teman seperjuangan Raudhatul Hayah, Nova Munira, Riva Azkia, Zulaiva 
Ulya, Nursafitri, seluruh teman-teman HES leting 12 serta semua pihak yang 
selama ini telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu. 
Semoga semua bimbingan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan 
selama ini menjadi keberkahan dan menjadi amal ibadah. Penulis tidak dapat 
membalas semua yang telah diberikan, hanya kepada Allah Swt penulis memohon 
agar diberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun akhirat. Amin. 
Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat 
kekurangan baik pengolahan maupun penyajian data. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan di masa 
yang akan datang. Dan terakhir semoga bermanfaat dan selamat membaca. 
Banda Aceh, 27 Juni 2016 
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Nama   : Raudhah 
Nim   : 121209349 
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Pembimbing I  : Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA 
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Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Baitul Mal 
 
Baitul Mal merupakan organisasi yang mendapat amanah dari para muzakki untuk 
menyalurkan zakat kepada mustahiq. Sebagai lembaga pemegang amanah, Baitul 
Mal berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki kemudian 
melaporkan pengelolaan zakat kepada masyarakat secara transparan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan 
kepercayaan muzakki terhadap kinerja Baitul Mal, karena tanpa adanya 
kepercayaan dari muzakki akan membuat mereka enggan membayar zakat melalui 
Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan demikian, maka keberadaan Baitul Mal 
tidak akan efektif lagi dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan 
shadaqah kepada masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota 
Banda Aceh serta bagaimana upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun 
penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan 
penelitian kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui library 
research dan field research dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Baitul Mal Kota Banda 
Aceh telah melaksanakan akuntabilitas. Ini dapat dilihat dari prosedur penerimaan 
dan penyaluran zakat serta adanya laporan keuangan yang secara rutin dibuat oleh 
manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh. Standar akuntansi laporan keuangan 
Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah berdasarkan prinsip akuntansi yaitu 
berdasarkan Peraturan dari Menteri Dalam Negeri. Namun secara format laporan 
keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menerapkan laporan keuangan 
sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45 yang terdiri dari laporan posisi 
keuangan, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuanga n. 
Penyajian informasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh belum 
sepenuhnya secara transparan kepada masyarakat. Baitul Mal Kota Banda Aceh 
hanya menyajikan informasi kepada Walikota. Upaya-upaya peningkatan 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal 
Kota Banda Aceh antara lain: melakukan sosialisasi mengenai keberadaan Baitul 
Mal serta fungsinya melalui khutbah jum’at, ceramah pada bulan Ramadhan, dan 
memasang iklan baik melalui cetak maupun media elektronik.  
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Baitul Mal merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab atau 
amanah dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan 
kepada mustahiq secara efektif dan efisien.1 Penyaluran secara efektif adalah 
penyaluran zakat yang sampai pada sasaran mustahiq dan mencapai tujuan. 
Sementara itu, penyaluran zakat yang efesien adalah adanya alur distribusi zakat 
dengan baik. 
Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah salah satu lembaga yang mengelola 
harta zakat dan harta-harta agama lainnya di lingkungan masyarakat Kota Banda 
Aceh. Semua ketentuan dan kewenangan Baitul Mal tersebut dituangkan dalam 
Qanun (Perda) Aceh No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal yang menjadi acuan 
dalam menjalankan fungsinya sebagai layanan publik di bidang pengelolaan zakat 
dan lain sebagainya. Dalam Qanun tersebut Baitul Mal ditetapkan sebagai 
lembaga non struktural yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan syari’at Islam.2 
Sebagai lembaga pemegang amanah, Baitul Mal berkewajiban untuk 
mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik dari jumlahnya maupun jenis 
zakat. Kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. 
                                                                 
1
 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, Edisi Pertama (Yogyakarta : Graha 
Ilmu, 2012), hlm. 185. 
2
 Syarkawi, “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Produktif Pada Baitul Mal Provinsi 
Aceh” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. 1. 
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Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi.3 Jadi, secara sederhana 
akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas 
penerimaan dan pengalokasian zakat. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal 
pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.  
Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga publik yang mengelola 
dana zakat, infaq dan shadaqah yang bersumber dari masyarakat maupun yang 
bersumber dari pemerintah, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 
bagaimana tata cara mengelola zakat, infaq dan shadaqah kepada publik atau 
masyarakat. Oleh karena itu, Baitul Mal Kota Banda Aceh perlu mempunyai 
laporan keuangan sebagaimana bentuk pertanggungjawaban dan akses bagi 
masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan zakat dan harta 
agama lainnya. 
Baitul Mal seyogyanya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, 
kepercayaan dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, 
sebaiknya Baitul Mal perlu membangun rasa percaya masyarakat yang mampu 
mendorong lahirnya gerakan zakat. Jika pada zaman pemerintahan Umar bin 
Khattab memerangi orang yang mengabaikan zakat, maka pada zaman modern 
seperti sekarang ini diperlukan sistem bahkan juga kredibilitas lembaga yang 
mampu mendorong kaum muslimin untuk membayarkan zakat melalui Baitul 
Mal.4 
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Untuk mengatasi permasalahan umum yang dihadapi oleh lembaga 
pengelola zakat yaitu masalah profesionalisme, maka dibutuhkan adanya 
penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan dari sisi kelembagaan yaitu dengan 
cara meningkatkan profesionalisme yang dapat diwujudkan diantaranya dengan 
menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. 5 Dengan demikian, lembaga 
pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah harus melaksanakan tugasnya 
secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga pengelola tersebut yakni 
untuk memaksimalkan potensi zakat.  
Dalam hal pengelolaan zakat, Baitul Mal dalam melaksanakan tugasnya 
harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam Undang-Undang 
Zakat terdapat pasal yang mengemukakan pengelolaan zakat harus berasaskan: 
syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan 
akuntabilitas.6 
Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal salah satunya harus 
berasakan akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu suatu cara pertanggungjawaban 
manajemen atau penerima amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya.7 Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya 
penyelenggaraan pengelolaan zakat yang baik, demokratis dan amanah. Lembaga 
pengelola zakat yang berakuntabilitas publik senantiasa mampu 
mempertanggungjawabkan segala kegiatannya yang diamanati oleh muzakki. 
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Masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan zakat yang 
dilakukan oleh Baitul Mal harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar 
untuk kepentingan bersama. Tanggung jawab masyarakat untuk melakukan 
kontrol terhadap kinerja Baitul Mal merupakan wujud dari bentuk partisipasi 
masyarakat.8 Hal ini sangat penting untuk memperoleh perhatian kita bersama, 
karena akuntabilitas itu sendiri tidak hanya diperlukan bagi pemerintah saja akan 
tetapi juga bagi masyarakat. Akuntabilitas bagi masyarakat seharusnya dibarengi 
dengan adanya sarana akses yang sama bagi seluruh masyarakat untuk melakukan 
kontrol terhadap kinerja Baitul Mal. Jika akses tersebut diberikan oleh 
pemerintah, maka akses tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan 
melakukan kontrol. Akses informasi perlu diadakan oleh pemerintah agar semua 
kelompok masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam 
memanfaatkan akses informasi tersebut. 
Baitul Mal yang tergolong sebagai lembaga publik, sudah seharusnya 
menerapkan prinsip transparansi dalam penyajian informasi kepada masyarakat. 
Transparansi adalah pemberian informasi kepada masyarakat dengan alasan 
bahwa masyarakat juga berhak untuk mengetahui kemana saja aliran dana yang 
telah dibayarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.9 Baitul Mal harus 
memberikan informasi keuangan, dan pengelolaan dana kepada para muzakki, 
karena muzakki juga memiliki hak untuk mengetahui sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dari lembaga pengelola zakat. UU Nomor 23 tahun 2011 
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juga memerintahkan agar lembaga pengelola zakat harus transparan dalam laporan 
keuangan guna meningkatkan kepercayaan dari muzakki. 
Sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah, seharusnya 
Baitul Mal memberikan informasi pengelolaan zakat secara tepat waktu dan 
akurat. Muzakki dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Baitul Mal berhak 
memperoleh informasi pengelolaan zakat yang relevan secara berkala dan teratur. 
Informasi yang diungkapkan antara lain penerimaan zakat, pendistribusian zakat 
kepada mustahiq dan pengelolaan dana oleh Baitul Mal. Proses pengumpulan dan 
pelaporan informasi operasional Baitul Mal dilakukan oleh unit organisasi dan 
karyawan secara terbuka dan objektif dengan tetap menjaga kerahasian muzakki. 
Tata kelola suatu lembaga pengelola zakat yang baik dalam pengelolaan 
zakat akan berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki untuk membayarkan 
zakatnya melalui Baitul Mal.10 Pengelolaan zakat yang profesional, transparan 
dan akuntabel oleh lembaga pengelola zakat tentu saja akan menumbuhkan 
kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Keterbukaan dilakukan 
agar muzakki dan pihak yang berkepentingan mengetahui pengelolaan dana zakat, 
infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Baitul Mal sehingga muzakki percaya 
terhadap kinerja Baitul Mal. 
Banyak potensi zakat yang ada pada Baitul Mal, sehingga membutuhkan 
tata cara pengelolaan yang benar, baik dari segi akuntabilitas maupun 
transparansi. Masyarakat sebagai stakeholders juga membutuhkan keterbukaan 
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informasi tentang kemana saja aliran dana zakat tersebut.11 Hal ini berkaitan 
dengan usaha Baitul Mal untuk membangun kepercayaan muzakki akan lembaga 
yang amanah, sistematis dan profesional dalam pengumpulan dan pendistribusian 
zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. 
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar menyalurkan zakat 
kepada Baitul Mal, maka Baitul Mal harus profesional dalam pengelolaan zakat.12 
Lembaga pengelola zakat yang profesional dituntut untuk memiliki data muzakki 
dan mustahiq yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat 
secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amil yang didukung 
oleh sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Di samping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu 
ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan 
dan pengorganisasian dana zakat.  
Baitul Mal dalam memaksimalkan jumlah pemasukan dana zakat, infaq, 
shadaqah dan harta agama lainnya seharusnya dari semua sektor baik dari 
kalangan pegawai negeri sipil (PNS) maupun dari kalangan pedagang atau 
pengusaha. Data yang penulis peroleh dari petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh, 
dapat dilihat bahwa dana zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya lebih 
banyak dari pegawai negeri sipil (PNS) dibandingkan dari pedagang atau 
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pengusaha di kota Banda Aceh.13 Sedangkan dari kalangan pengusaha dan 
pedagang masih sangat rendah. 
Data penerimaan dana zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya di 
Baitul Mal Kota Banda Aceh bervariasi dari tahun 2011-2014. Untuk lebih jelas 
dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel. 1 
Jumlah Penerimaan Zakat Baitul Mal Kota Banda Aceh 
No Tahun PNS/Honorer Pengusaha/Pedagang Jumlah 
1. 2011 7.659 323 7.982 
2. 2012 7.820 346 8.166 
3. 2013 7.638 315 7.953 
4. 2014 7.820 279 8.099 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengumpulan zakat di Baitul Mal 
Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak hanya 
jumlah pengumpulan zakat saja yang meningkat, akan tetapi jumlah muzakki juga 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun tidak bisa juga dipungkiri bahwa 
jumlah tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi zakat yang 
ada di kota Banda Aceh. Dari tabel tersebut terlihat jelas perbandingan kategori 
muzakki sesuai dengan jenis pekerjaan. Jika dilihat dari tabel di atas, yang paling 
sedikit jumlah pemasukan dana zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya 
adalah dari kategori pedagang dan pengusaha. Pada tahun 2013 jumlah muzakki 
dari kategori pengusaha mengalami penurunan dari tahun 2012. Bahkan pada 
tahun 2014 jumlah muzakki dari pengusaha sangat rendah dibandingkan dari 
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya keraguan 
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masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan di Baitul Mal Kota 
Banda Aceh.14 
Dari beberapa pengusaha yang penulis temui di Kota Banda Aceh, 
penghasilan yang mereka peroleh sudah mencapai nisab dan haul yakni sudah 
memenuhi kategori sebagai muzakki. Hanya sedikit dari pengusaha yang 
menyalurkan zakat mereka melalui Baitul Mal dan selebihnya memilih membayar 
zakat secara langsung kepada mustahiq. 
Pengusaha yang penulis wawancarai sekaligus menjadi responden dalam 
penelitian ini meminta untuk tidak diberitahukan identitasnya secara lengkap. 
Dengan demikian, penulis tidak menyebutkan secara lengkap tentang identitas 
responden. Namun penulis secara lengkap memiliki data tentang responden.  
Menurut sebagian pengusaha, mereka lebih memilih membayar zakat 
secara langsung kepada mustahiq atau membayar zakat di kampung halaman 
mereka masing-masing. Hal ini dilakukan karena mereka dapat menentukan 
secara langsung siapa saja yang menjadi mustahiq sehingga mereka lebih yakin 
dan puas apabila manfaat dari zakat dapat dirasakan langsung oleh orang yang 
membutuhkan. Pengusaha merasa lebih baik membayar zakat secara langsung 
dibandingkan membayar zakat melalui Baitul Mal.15  
Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang perlu digaris bawahi adalah 
bagaimana pihak Baitul Mal meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
akuntabilitas dan transparansi Baitul Mal dalam mengelola dana zakat. Dengan 
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adanya rasa percaya masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi Baitul 
Mal, maka mereka akan membayar zakat melalui Baitul Mal. Dengan demikian, 
pemasukan dana zakat di Baitul Mal akan meningkat dan pendistribusian zakat 
akan sesuai dan tepat sasaran.  
Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai akuntabilitas dan transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam 
pengumpulan serta penyaluran zakat. Penulis akan melakukan penelitian di Baitul 
Mal Kota Banda Aceh, dengan demikian akan diketahui bagaimana akuntabiltas 
dan transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola dana zakat.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yang 
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di Baitul 
Mal Kota Banda Aceh? 
2. Bagaimana upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat di 
Baitul Mal Kota Banda Aceh. 
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2. Untuk mengetahui upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh. 
 
1.4 Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami 
istilah- istilah yang terkandung dalam karya ilmiah ini, maka perlu terlebih dahulu 
penulis menjelaskan istilah- istilah yang dianggap penting yang berkenaan dengan 
pembahasan. Adapun beberapa istilah tersebut adalah: 
 
1.4.1 Akuntabilitas 
Akuntabilitas menurut kamus perbankan adalah kewajiban untuk 
menunjukkan bahwa manajemen yang dikelolanya baik pengawasan dan 
pelaksanaannya tepat berdasarkan persetujuan, peraturan, hukum atau undang-
undang.16 
Pendapat lain dikemukakan oleh Agus Arijanto menjelaskan bahwa 
akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 
atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan 
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 17 
Dari definisi yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa akuntabilitas adalah suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau 
penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya 
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yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan 
peraturan dan undang-undang. 
 
1.4.2 Transparansi 
Transparansi berasal dari kata transparency yang merupakan kata sifat 
dari transparent yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan. Transparan 
adalah material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas. Dalam 
konteks pembangunan, transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat 
mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan 
umum.18 
Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan 
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, azas 
keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 
azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan dan rahasia negara. 
 
Transparansi adalah suatu keadaaan dimana perusahaan mampu 
menyediakan informasi material dan relevan terkait dengan perusahaan yang 
mudah diakses dan dipahami oleh pemegang kepentingan. 19 Dalam prinsip ini, 
informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang 
diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan 
pengelolaan perusahaan. 
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Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah 
bentuk keterbukaan informasi yang diberikan oleh sebuah organisasi kepada pihak 
yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang terlibat 
mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi termasuk prosedur dan keputusan 
yang diambil oleh organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya. 
 
1.4.3 Baitul Mal 
Baitul Mal berasal dari kata bait dan al-mal. Bait artinya bangunan atau 
rumah, sedangkan al-mal berarti harta benda atau kekayaan.20 Jadi secara harfiah, 
Baitul Mal berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata 
Baitul Mal bisa diartikan sebagai perbendaharaaan (umum atau negara). 
Dalam kamus hukum, pengertian Baitul Mal adalah perbendaharaan 
(penyimpanan uang dalam mesjid dan sebagainya). 21 Baitul Mal adalah lembaga 
keuangan yang kegiatannya bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari 
dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang halal. Kemudian dana tersebut 
disalurkan kepada mustahiq.22 
Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Baitul 
Mal adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana zakat, infaq dan 
shadaqah dari masyarakat (muzakki) dan mendistribusikan kepada orang-orang 
yang berhak menerima zakat (mustahiq) serta melakukan pendayagunaan terhadap 
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dana zakat dan harta agama lainnya yang bertujuan untuk kemashlahatan dan 
kegiatan sosial. 
 
1.5 Kajian Kepustakaan 
Kajian kepustakaan merupakan sebuah kajian yang mengkaji tentang 
pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan pokok pembahasaan yang penulis 
kaji. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa pembahasan yang 
penulis kaji ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Berkaitan dengan penelitian 
yang penulis kaji, maka tinjauan kepustakaan (literature review) yang akan 
ditelaah adalah “Akuntabilitas dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh”. 
Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian 
yang akan penulis lakukan dilihat dari Baitul Mal, diantaranya skipsi yang ditulis 
oleh Maisarah  yang berjudul “Tingkat Kepercayaan Pedagang Terhadap Kinerja 
Baitul Mal Kota Banda Aceh”. Tulisan ini secara umum membahas tentang 
rendahnya pemasukan dana zakat dari sektor pedagang, serta langkah- langkah 
peningkatan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal. Untuk menyelesaikan masalah 
tersebut Baitul Mal melakukan langkah- langkah sosialisasi diantaranya 
mensosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada calon muzakki melalui 
ceramah jumat, ceramah bulan puasa, dan memasang iklan dapat melalui media 
cetak, media elektronik dan media massa.23 
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1.6 Metodologi Penelitian 
Keberhasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode 
penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid dari 
suatu objek penelitian. Data yang diperoleh akan membantu penulis dalam 
menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian 
akan sangat  mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk 
mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal, yaitu: 
1.6.1 Jenis Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. 
Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian yang berusaha 
menggambarkan dan menerangkan gejala yang diteliti serta menerangkan latar 
belakang yang menimbulkan gejala dan keadaan tersebut untuk dapat dianalisa 
dan dilakukan pemecahan masalah dimasa sekarang berdasarkan gambaran yang 
dilihat dan diamati dari hasil penelitian teori berapa buku-buku yang berkaitan 
dengan topik pembahasan.24 
1.6.2 Pendekatan Penelitian 
Dalam suatu penelitian, pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat 
penting sehingga mampu mendapatkan hal yang akurat dan sesuai dengan 
penelitian yang ingin penulis teliti.  
Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan 
skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan 
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pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat 
melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan kedalam beberapa 
komponen masalah, variabel dan indikator. Setaip variabel yang ditentukan dan 
diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda sesuai dengan 
kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut.25  
Penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi Baitul Mal Kota Banda 
Aceh dilakukan karena masalah penelitian sudah jelas dan penulis ingin 
mendapatkan informasi yang lebih luas dan nyata.  
1.6.3 Metode Pengumpul Data 
Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik 
data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode library research 
(penelitian kepustakaan) dan field research ( penelitian lapangan). 
a. Penelitian kepustakaan (Library Research) 
Library Research yaitu pengumpulan data sekunder yang penulis 
lakukan dengan membaca, mempelajari dan mengkaji, serta menganalisis 
buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. 
Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur- literatur 
pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, serta media internet yang 
berkaitan dengan objek penelitian.26 
 
 
                                                                 
25
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2003), h lm. 51. 
26
 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Malang: UIN-Maliki 
Press, 2010), hlm. 236. 
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b. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Field Research adalah pengumpulan data primer yang penulis lakukan 
dengan cara melakukan penelitian di Baitul Mal Kota Banda Aceh. 
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, 
penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain: 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang dapat memberi 
informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai 
adalah pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh. 
b. Dokumentasi 
Selain data yang diperoleh penulis dari wawancara, penulis juga 
mencari data dengan menggunakan dokumentasi yang data-data primernya 
penulis mendapatkan melalui data-data dari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan pembahasan ini di Baitul Mal Kota Banda Aceh.  
1.6.5 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang 
ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya 
ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian adalah pada 
Baitul Mal Kota Banda Aceh. 
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1.6.6 Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan penulis 
dalam kegiatannya mengumpulkan data agar data penelitian tersebut menjadi 
sistematis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu alat tulis dan kertas 
untuk mencatat hasil wawancara dengan responden. Untuk teknik wawancara, 
penulis menggunakan alat tulis dan kertas yang memuat pertanyaan-pertanyaan 
yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi Baitul Mal Kota Banda 
Aceh. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku Panduan 
Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. 
Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an dalam karya ilmiah ini 
berpedoman kepada Al-Qur’an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Yayasan 
Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI Tahun 2005.  
 
1.7 Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pemahaman pembaca setiap uraian dalam skripsi 
ini, penulis membagi setiap bagian skripsi ini menjadi empat bab yang masing-
masing saling berhubungan. 
Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian 
kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  
Bab dua membahas tentang landasan teoritis tentang akuntabilitas, 
transparasi dan Baitul Mal yang meliputi pengertian dan landasan hukum 
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akuntabilitas, indikator akuntabilitas, standar akuntansi keuangan, pengguna dan 
tujuan laporan keuangan, pengertian transparansi, indikator transparansi, 
pengertian Baitul Mal, fungsi Baitul Mal, tugas-tugas Baitul Mal, kewenangan 
dan kewajiban Baitul Mal dan prinsip-prinsip Baitul Mal. 
Bab tiga membahas tentang mekanisme pelayanan publik (akuntabilitas 
dan transparansi) Baitul Mal Kota Banda Aceh meliputi profil dan struktur 
organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh, visi dan misi Baitul Mal Kota Banda 
Aceh, akuntabilitas Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat, 
transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pelayanan publik, dan upaya 
Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. 
Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-
bab sebelumnya, serta saran yang dianggap penting dan perlu agar mendapat 
perbaikan serta mendapat kesempurnaan untuk ke depan.  
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BAB DUA 
 
LANDASAN TEORITIS TENTANG AKUNTABILITAS, 
TRANSPARANSI, DAN BAITUL MAL 
 
2.1 Konsep Akuntabilitas 
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Akuntabilitas 
Dalam dunia keuangan, akuntansi mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam evaluasi dan pelaporan. Hal ini dikarenakan akuntansi memegang 
peranan yang sentral dalam menciptakan keakuratan suatu laporan keuangan.  
Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai 
manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. 1 
Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk 
mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan 
terutama untuk menentukan indikator kinerja (performing indicator) sebagai dasar 
penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran 
kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Akuntansi zakat 
dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan karena laporan keuangan zakat 
merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah). 2 
Menurut Wahyudi Kumorotomo, akuntabilitas (accountability) adalah 
ukuran yang menunjukkann apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang 
dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut 
oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi 
                                                                 
1
 Osmad Muthater, Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2012), hlm. 186. 
2
 Ibid. 
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kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.3 Dengan demikian akuntabilitas terkait 
dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah 
melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung 
kepada rakyat. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Komaruddin menjelaskan bahwa 
akuntabilitas yaitu luasnya tanggung jawab langsung yang dimiliki seorang 
bawahan yang diterima dari atasannya terhadap hasil. Akuntabilitas akan muncul 
karena manajer mempunyai hak untuk memperoleh laporan atas wewenang yang 
didelegasikan dan tugas yang diserahkan kepada bawahannya. Bawahan harus 
menjawab dalam bentuk laporan kepada manajernya mengenai pekerjaannya 
dalam mengurus dan mempergunakan wewenang yang dibebankan kepadanya 
oleh manajer.4 Akuntabilitas itu berhubungan dengan kenyataan administratif 
bahwa setiap orang yang diberi wewenang harus menyadari bahwa eksekutif di 
atasnya akan menilai kualitas pekerjaannya. Setiap anggota organisasi diwajibkan 
untuk melapor kepada atasannya apakah ia melaksanakan tanggung jawabnya dan 
apakah ia menggunakan wewenang yang didelegasikan kepadanya. Akuntabilitas 
erat hubungannya dengan sistem perintah dan laporan. 
Yosi Dian Endahwati menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu 
cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi 
amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama 
                                                                 
3
 Wahyudi Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 3-4. 
4
 Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 5-6. 
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dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara 
transparan kepada masyarakat.5 
Melihat pendapat beberapa ahli penulis menyimpulkan bahwa 
akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban atau kewajiban 
manajemen kepada pimpinan dan masyarakat (public society) untuk menunjukkan 
bahwa dalam mengelola sebuah lembaga atau organisasi itu berdasarkan tugas 
yang diberikan atau wewenang yang didelegasikan oleh pimpinan. Tanggung 
jawab tersebut dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dapat 
dipercaya kemudian menyampaikannnya kepada masyarakat. Penyajian informasi 
kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
atau muzakki tentang cara melaksanakan zakat sekaligus menginformasikan hasil 
zakat dan penentuannya kepada para mustahiq. 
Islam melalui Al-Qur’an sudah menjelaskan bahwa konsep akuntansi 
dalam Islam adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas. 
Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282, yang 
mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini 
akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk 
dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai 
obyek atau pihak yang mempunyai hak untuk mempertanyakannya.6 Sebagaimana 
Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282: 
                                                                 
5
 Yosi Dian Endahwati, Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), 
Volume 4 (Singaraja, Desember 2014), hlm. 1359. Diakses melalui 
http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/4599/3527 pada tanggal 07 Maret 2016. 
6
 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia , (Malang: UIN Malang Press, 
2008), hlm. 331-332. 
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                               
                            
                            
                           
                               
                          
                            
                              
                             
                         
                              
                            
      
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak  
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
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Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 
sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah  Maha 
mengetahui segala sesuatu” 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi umat muslim untuk 
menulis setiap transaksi. Dalam ayat tersebut secara jelas menyebutkan bahwa  
tujuan dari pencatatan setiap transaksi yaitu untuk menjaga keadilan dan 
kebenaran.7 Artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan 
pertanggungjawaban (akuntabilitas) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu 
tidak ada yang dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil. Al-Qur’an juga 
melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan 
kebenaran, oleh karenanya tekanan dari akuntansi bukan pada pengambilan 
keputusan tetapi pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas yang bermakna bahwa 
organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) harus memegang prinsip 
amanah (akuntabel) dalam mengelola dana ZIS yang diterimanya. Prinsip 
akuntablitas menekankan adanya kejelasan pola pertanggungjawaban, yaitu 
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 Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h lm. 4-5. 
24 
  
  
kepada siapa atau pihak mana lembaga pengelola zakat harus 
mempertanggungjawabkan kinerjanya.  
Dalam perspektif Islam, konsep akuntabilitas artinya 
pertanggungjawaban kepada Allah sebagai pemberi amanah, manusia dan alam.8 
Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58 : 
                               
                               
  
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
Melihat. 
 
Ayat tersebut mengandung arti bahwa amanah harus disampaikan kepada 
yang berhak menerimanya dan dalam melaksanakannya penerima amanah harus 
bersikap adil serta menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, Baitul Mal harus 
menyampaikan pengelolaan zakat kepada muzakki. Karena amanah tersebut akan 
juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, karena Allah maha mengetahui.  
 
2.1.2 Indikator Akuntabilitas 
Akuntabilitas sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kepiawaian 
anggota organisasi dalam melaksanakan peran serta tanggung jawabnya.9 
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 Ibid., hlm. 6. 
9
 L. Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku 
Pebisnis Kontemporer (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h lm. 278.  
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Kepiawaian anggota organisasi merupakan parameter untuk menentukan apakah 
lembaga pengelola zakat memiliki akuntabilitas yang memadai atau tidak. Dengan 
demikian akuntabilitas memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu 
adanya indikator sebagai berikut berikut: 
1. Mekanisme pertanggungjawaban 
2. Laporan tahunan 
3. Laporan pertanggungjawaban 
4. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara 
5. Sistem pengawasan 
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada 
pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan 
kepadanya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari 
beberapa elemen antara lain:10 
1. Mampu menyajikan informasi secara terbuka dan tepat waktu kepada 
masyarakat. 
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan publik.  
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 
publik secara rutin. 
4. Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan 
baik. 
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 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 
129. 
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5. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja organisasi. Dengan 
pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai pencapaian 
pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah.  
Berdasarkan indikator- indikator yang telah disebutkan di atas, indikator 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan 
zakat oleh Baitul Mal. 
2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai 
penyelenggaraan Baitul Mal. 
3. Meningkatnya muzakki yang menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. 
 
2.2 Standar Akuntansi Keuangan 
Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola 
zakat adalah adanya laporan keuangan yang berkualitas baik, organisasi pengelola 
zakat perlu mempunyai sistem akuntansi.11 Kualitas laporan keuangan organisasi 
pengelola zakat sangat dipengaruhi seberapa bagus sistem akuntansi yang 
digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur atau tahapan-
tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data 
keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi laporan keuangan. 
Di Indonesia lembaga- lembaga pengelola zakat dalam menerapkan 
sistem akuntansi masih terdapat perbedaan dalam menyusun laporan keuangan 
organisasi pengelola zakat. Sebagian organisasi pengelola zakat menggunakan 
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 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, (Yogyakarta: Pusat 
Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Fakultas UII, 2009), hlm.19.  
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Laporan 
Keuangan Organisasi Nirlaba, karena sebagian besar organisasi pengelola zakat 
masih berbentuk yayasan. Sedangkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, 
Infaq dan Shadaqah juga telah diterapkan oleh sebagian organisasi pengelolaan 
zakat yang masih dalam proses transisi dari PSAK sebelumnya.  
2.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45  
PSAK No. 45 dikeluarkan untuk mengatur pelaporan keuangan 
organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan diharapkan laporan 
keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan 
memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi 
laporan keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktifitas, laporan arus kas 
untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan.12 
1. Laporan Posisi Keuangan 
Laporan posisi keuangan pada dasarnya bertujuan untuk 
menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih dan 
hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kegunaan dari 
laporan posisi keuangan adalah untuk menilai kemampuan organisasi untuk 
memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas 
keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kemampuan 
pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara 
keseluruhan dan harus menyajikan total aset, kewajiban dan aset bersih.  
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 Abdul Hafiz Tanjung, Akuntabilitas Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual, 
(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 12-13. 
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2. Laporan Aktifitas 
Laporan aktifitas adalah suatu laporan yang menggambarkan kinerja 
organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana dalam suatu 
periode tertentu.13 Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan 
informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. 
3. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus 
kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu.14 Tujuan utama laporan 
arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran 
kas dalam satu periode.  
4. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi tentang 
dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. 
Informasi yang diwajibkan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan arus kas, 
dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tambahan yang tidak disajikan 
dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara 
wajar. Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail 
atas laporan keuangan sebelumnya, laporan tersebut dapat bersifat kuantitaif 
ataupun kualitatif.15 
 
 
                                                                 
13
 Widodo Hertanto dan Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk 
Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat (IMZ), 2001), h lm. 33.  
14
 Ibid. 
15
 Ibid. 
29 
  
  
2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109  
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah. Pernyataan ini 
berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah, 
yaitu organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk 
mengumpulkan dan menyalurkan zakat, maupun setiap lembaga yang ikut serta 
dalam pengelolaan zakat.16 
Komponen laporan keuangan untuk zakat terdiri dari neraca (laporan 
posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, 
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.  
1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 
Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi 
keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada suatu periode 
tertentu. Neraca memberikan informasi tentang sumber-sumber daya yang 
dimiliki perusahaan dan sumber pembelanjaan untuk memperolehnya.17 
2. Laporan Perubahan Dana 
Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana 
infaq/shadaqah, dana amil dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan 
dana untuk dana zakat mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos 
penerimaan dana zakat (bagian dana zakat dan bagian amil), penyaluran dana 
zakat (etitas amil lain dan mustahiq lainnya), saldo awal dana zakat dan saldo 
akhir dana zakat.  
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 Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat..., hlm. 150. 
17
Amin Widjaja Tunggal, Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan  (Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 2000), h lm. 9. 
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3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 
Entitas amil menyajikan laporan aset kelolaan yang mencakup dan tidak 
terbatas pada aset lancar, aset kelolaan yang tidak termasuk aset lancar, aset 
kelolaan yang tidak termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutan, 
penambahan dan pengurangan aset, saldo awal dan saldo akhir. 18 
4. Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan 
Dalam pelaporan arus kas entitas amil menyajikan laporan 
akuntansinya berpedoman dan sesuai dengan PSAK No. 2 tentang peloparan 
arus kas dan PSAK yang relevan. Untuk catatan atas laporan keuangan, amil 
menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang pelaporan 
keuangan syari’ah, serta sesuai PSAK yang relevan. Standar akuntansi zakat 
mengatur tentang bagaimana suatu transaksi yang diakui atau dicatat, kapan 
harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya 
dalam laporan keuangan, apa saja jenis laporan keuangan yang harus 
disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format 
pelaporannya dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam 
akuntansi zakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, menjadi 
acuan dalam pelaporan akuntansi zakat termasuk juga untuk pelaporan 
akuntansi zakat produktif yang dikelola oleh setiap organisasi pengelola zakat, 
baik organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah maupun 
organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat. 
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2.3 Pengguna dan Tujuan Laporan Keuangan 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. 19 Oleh karena 
itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik 
dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, laporan keuangan 
pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan. 
Akuntansi yang diselenggarakan oleh suatu badan/lembaga utamanya 
Baitul Mal adalah untuk menghasilkan laporan yang bersifat keuangan yang 
akurat dan accountable untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang 
berkepentingan tersebut sangat banyak.20 Pemerintah selaku pemberi ijin 
operasional membutuhkan laporan keuangan zakat, sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengawasan dan pembinaannya. Akuntan publik, sebagai lembaga 
profesioanl di bidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang 
kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan performance lembaga. 
Pihak yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan 
keuangan Baitul Mal sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri terutama para 
muzakki. Karena muzakki adalah mereka yang berhubungan langsung dengan 
amil. Atas dasar tersebut, manajemen Baitul Mal secara berkala menerbitkan 
laporan keuangannya. Laporan ini menjadi sangat strategis, dalam rangka 
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada muzakki dan utamanya 
kepada Allah swt sehingga akan menimbulkan kepercayaan terhadap para muzakki 
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 Amin Widjaja Tunggal, Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan  ...,  hlm. 9. 
20
 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 282.  
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dan para calon muzakki. Keyakinan terhadap citra lembaga amil dapat dibangun 
melalui laporan keuangan yang benar.21 
Tujuan utama laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang 
relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, 
kreditur, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba dan 
pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, 
maka secara umum laporan keuangan Baitul Mal dibuat dengan tujuan:22 
1. Menyajikan informasi apakah Baitul Mal dalam melakukan 
kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.  
2. Untuk menilai manajemen Baitul Mal dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya. 
3. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh Baitul 
Mal dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau 
program tersebut. 
 
2.4 Konsep Transparansi 
2.4.1 Pengertian Transparansi 
Adrian Sutedi menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip yang 
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. 
Akses informasi di sini berkaitan dengan kebijakan, proses pembuatan dan 
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 Umi Khoirunnisa’, “Studi Komparatif Penerapan Akuntansi Zakat Pada LAZIS 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Baitul Maal GOZIS di Sleman”(Skripsi Program Studi 
Muamalat  (Syariah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), h lm. 10. 
Diakses melalui http://eprints.ums.ac.id/25505/22/NASKAH_PUBLIKASI.pdf  pada tanggal 07 
Maret 2016. 
22
 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia  (Malang: UIN Malang Press, 
2008), hlm. 333. 
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pelaksanaannya, serta hasil-hasilnya.23 Dan akses informasi tersebut dapat 
ditujukan pada institusi penyelenggaraan dalam sektor pemerintahan atau sektor 
swasta. Sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi mengenai setiap 
aspek kebijakan publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Dengan 
adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat diharapkan akan menghasilkan 
kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi (badan atau lembaga) 
penyelenggaraan atau pelaksana.  
Pendapat lain mengemukakan bahwasanya transparansi artinya 
kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam 
proses keputusan dan penyampaian informasi.24 Keterbukaan dalam 
menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang 
disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku 
kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-
tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. 
Dalam konteks pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemangku 
kepentingan, semuanya wajib dilakukan secara transparan atau apa adanya kepada 
semua pihak yang terkait. Good Corporate Governance secara tegas 
memprasyaratkan bahwa transparansi tidak hanya menyangkut keaslian 
penyusunan laporan- laporan, melainkan juga bahwa laporan- laporan tersebut 
harus dilakukan secara jelas dan jujur kepada semua pihak yang terkait untuk 
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 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 126.  
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 Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan 
Membangun Manusia Seutuhnya,( Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 104.  
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diketahui, dianalisis secara baik agar dapat memberikan umpan balik kepada 
korporasi, dalam hal ini para manajemen puncak.25 
Dengan transparannya pengelolaan zakat maka akan tercipta suatu sistem 
kontrol yang baik karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal 
organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki 
maupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga 
dan ketidakpercayaan masyarakat. Dengan penerapan transparansi tersebut, dapat 
diharapkan bahwa Baitul Mal akan kian dipercaya oleh masyarakat luas. 26 
Dari paparan di atas jelas menunjukkan bahwa transparansi adalah 
terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Para 
manajemen dalam menyajikan informasi baik berupa pengelolaan maupun 
keadaan keuangan kepada masyarakat itu harus terbuka dan tidak ada yang 
ditutup-tutupi. Dalam penyajian informasi tersebut harus lengkap, benar dan 
akurat. Semua ini harus dilakukan untuk memberikan rasa percaya masyarakat 
terhadap pengelolaan zakat di Baitul Mal. Dengan transparannya Baitul Mal 
terhadap masyarakat, diharapkan akan meminimalisir rasa curiga dan tidak 
percaya masyarakat terhadap pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan 
Shadaqah di Baitul Mal. 
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 L.Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku 
Pebisnis Kontemporer ..., hlm. 277-278. 
26
 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi 
Umat, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h lm. 72. 
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2.4.2 Indikator Transparansi 
Transparansi tidak hanya menyangkut keaslian penyusunan laporan-
laporan, melainkan juga bahwa laporan- laporan tersebut harus diberikan secara 
jelas dan jujur kepada semua pihak yang terkait untuk diketahui. Untuk itu, 
transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:27 
1. Bahwa pihak pemegang kepentingan (manajemen, karyawan dan 
masyarakat) berhak memperoleh informasi keuangan yang relevan secara 
berkala dan teratur. 
2. Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional perusahaan 
telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan 
objektif dengan tetap menjaga kerahasian organisasi.  
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.  
4. Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada publik dan instansi  
yang berwenang secara rutin.  
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. 
Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi untuk masyarakat 
umum.28 Setidaknya ada enam indikator transparansi yaitu sebagai berikut:  
1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses. 
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 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 
130. 
28
 Arim Nasim dan Muhammad Rizki Syahri Romdhon, “Pengaruh Transparansi 
Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan 
Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)”. Jurnal Riset Akuntansi  dan 
Keuangan, Vol. 2,  No. 3, hlm. 601. Diakses melalui 
http://jurnal.upi.edu/jrak/view/3186/pengaruh-transparansi-laporan-keuangan,-pengelolaan--
zakat,-dan-sikap-pengelola-terhadap-tingkat-kepercayaan-muzakki--studi-kasus-pada-lembaga-
amil-zakat-di-kota-bandung-.html pada tanggal 17 Februari 2016. 
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2. Adanya publikasi melalui media mengenai proses kegiatan dan laporan 
keuangan. 
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya yang 
dapat diakses oleh umum. 
4. Laporan tahunan. 
5. Website atau media publikasi organisasi. 
6. Pedoman dalam penyebaran informasi. 
Berdasarkan indikator- indikator yang telah dijelaskan di atas, indikator 
transparansi dalam penelitian ini adalah : 
1. Adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. 
2. Adanya publikasi mengenai laporan pengelolaan zakat. 
3. Adanya laporan berkala mengenai pengelolaan zakat. 
4. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang pengelolaan zakat. 
5. Kejelasan dan kelengkapan informasi. 
6. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan alokasi dana zakat, 
infaq dan shadaqah (ZIS). 
 
2.5 Pengertian Baitul Mal 
Baitul Mal menurut bahasa berasal dari kata bait dan al maal. Bait 
artinya bangunan atau rumah, sedangkan al-maal berarti harta benda atau 
kekayaan. Jadi secara harfiah, Baitul Mal berarti rumah harta benda atau 
kekayaan.29 Namun demikian, kata Baitul Mal bisa diartikan sebagai 
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 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia  (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 159-
160. 
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perbendaharaan (umum atau negara). Adapun yang dimaksud dengan Baitul Mal 
dalam istilah fikih Islam ialah suatu badan atau lembaga (instansi) yang bertugas 
mengurusi kekayan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan 
pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masa-masa 
sekarang ini, Baitul Mal pada umumnya identik dengan kantor perbendaharaan 
negara. 
Taqyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga 
yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi 
hak kaum muslimin.30 Setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara 
pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut merupakan hak Baitul Mal, bahkan 
kadang pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta telah diambil, maka dengan 
pengambilan tersebut, harta tadi telah menjadi hak Baitul Mal, baik harta tersebut 
dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Karena Baitul Mal ini mencerminkan 
sebuah pos, bukan tempat. 
Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2004, Badan Baitul Mal merupakan 
lembaga daerah yang berwenang dalam melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq, 
dan harta agama lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Badan Baitul 
Mal dipimpin oleh seorang kepala Badan yang diangkat oleh Gebernur atau 
Bupati/Walikota untuk suatu masa/periode. Badan Baitul Mal adalah Lembaga 
Daerah berbentuk Non-Struktural dalam melaksanakan tugasnya bersifat 
independen.31 
 
Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa Baitul Mal 
adalah pihak yang mengelola keuangan negara, mulai dari mengidentifikasi, 
menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. 
                                                                 
30
 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam. 
Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 253 
31
 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat Bab V Pasal (11).  
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Baitul Mal juga diartikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur 
keuangan negara tersebut.  
2.5.1 Fungsi Baitul Mal 
Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2004, fungsi Baitul Mal adalah sebagai 
berikut : 
a. Pendataan Muzakki 
b. Pengumpulan Zakat 
c. Pendataan Mustahiq 
d. Penyalur Zakat 
e. Penelitian dan inventariasi harta agama 
f. Mengurus dan melindungi zakat dan harta agama 
g. Peningkatan kualitas harta agama 
h. Pemberdayaan harta agama sesuai dengan prinsip Syariat Islam.  
 
2.5.2 Tugas-Tugas Baitul Mal 
Menurut Yusuf Qardhawy, tugas Baitul Mal adalah melaksanakan segala 
urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para 
penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat 
keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiqnya.32 Para amil zakat 
mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan 
pengaturan soal zakat. Yaitu sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan 
macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang dizakati, kemudian 
mengetahui para mustahiq zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan 
mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan 
urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para 
pembantunya. 
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 Yusuf Qardhawy, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat 
Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis. Diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Did in 
Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 545. 
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Adapun yang termasuk dalam tugas Baitul Mal adalah mengumpulkan 
dana zakat serta membagikannya kepada para mustahiq penerima dana zakat. 
Tugas utama para amil dalam menyalurkan zakat adalah:33 
a. Menarik zakat dari para muzakki 
b. Mendoakan ketika muzakki menyerahkan zakatnya 
c. Mencatat zakat dengan benar (yang diserahkan oleh muzakki) 
d. Mengatur pembagian zakat dengan benar dan adil 
e. Menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya 
2.5.3 Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal 
Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Baitul Mal berwenang untuk 
meminta laporan tentang penghasilan dan tabungan muzakki:34 
1. Menetapkan kadar zakat yang harus dibayar muzakki 
2. Memungut zakat dari muzakki 
3. Menetapkan mustahiq 
4. Menyalurkan zakat 
5. Memberdayakan harta agama 
6. Mengamankan zakat dan harta agama lainnya 
7. Menentukan jenis kegiatan, objek dan besarnya infaq 
 
Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 pasal 12, dijelaskan tentang 
kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Kabupaten/Kota antara lain:35 
1) Pada Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 
berwenang mengumpulkan , mengelola dan menyalurkan:  
a. Zakat Mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi: BUMD dan Badan 
Usaha yang berklasifikasi menengah.  
b. Zakat Pendapatan dan Jasa/Honorium dari: 
1. Pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah 
Aceh pada tingkat Kabupaten/Kota; 
2. Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota; 
3. Pimpinan dan Anggota DPRK;dan 
                                                                 
33
 Yusuf Qardhawy, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat 
Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis..,  hlm. 546. 
34
 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat Bab V Pasal (16).  
35
 Qanun Nomor10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal Pasal (12)  
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4. Karywan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada 
tingkat Kabupaten/Kota 
c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.  
d. Harta Agama dan harta wakaf yang berlingkup Kabupaten/Kota 
2) Membentuk Unit Pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal 
Kabupaten/Kota. 
3) Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari baitul mal 
kemukiman dan gampong atau nama lain. 
4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal 
kemukiman dan gampong atau nama lain.  
 
2.5.4 Prinsip-Prinsip Baitul Mal 
Adapun menurut Umrotul Khasanah dalam buku Manajemen Zakat 
Modern hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh 
oleh Baitul Mal dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. 
Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal seharusnya didasarkan atas empat prinsip:36 
a. Indepenpen 
Dikelola secara indenpenden, artinya Baitul Mal tidak mempunyai 
ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Dengan 
demikian Baitul Mal akan lebih leluasa untuk memberikan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.  
b. Netral 
Baitul Mal merupakan lembaga yang didanai oleh masyarakat, berarti 
Baitul Mal adalah milik masyarakat. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya 
tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas 
semua golongan). Karena jika tidak, maka tindakan itu telah menyakiti hati 
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 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan, (Malang: 
UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 69-70. 
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donatur yang berasal dari golongan lain. Sebagai akibatnya, dapat dipastikan 
lembaga akan ditinggalkan sebagian donatur potensialnya.  
c. Tidak Diskriminatif 
Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, 
dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan 
dananya, Baitul Mal tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau 
golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat 
dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun manajemen.  
d. Tidak Berpolitik Praktis 
Lembaga pengelola zakat jangan sampai terjebak dalam kegiatan 
politik praktis. Hal ini diperlukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa 
dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.  
Menurut Djazuli dalam pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) 
yang dilakukan oleh Baitul Mal terdapat lima prinsip yang harus diikuti dan 
ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. 
Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:37  
a. Prinsip Keterbukaan 
Prinsip keterbukaan artinya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan 
shadaqah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh 
masyarakat umum. Hal ini diperlukan agar Baitul Mal dapat dipercayai oleh 
umat. Pada diri umat Islam mesti ditumbuhkan rasa percaya bahwa harta 
zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikannya itu benar-benar disalurkan 
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 H. A. Djazu li dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah 
Pengenalan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 45-47. 
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kepada yang berhak menerima (mustahiq). Bila prinsip ini tidak 
direalisasikan, maka kemungkinan besar umat Islam tidak akan percaya  lagi 
kepada lembaga pengelola zakat untuk mengumpulkan harta zakat, infaq, 
dan shadaqahnya. Bila sudah demikian, maka keberadaan lembaga 
pengelola zakat tidak akan efektif lagi dalam mengumpulkan dan 
menyalurkan harta zakat, infaq, dan shadaqah dari dan untuk umat.  
b. Prinsip Sukarela 
Prinsip sukarela berarti bahwa dalam pemungutan dan 
pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, hendaknya senantiasa berdasarkan 
pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, infaq, 
dan shadaqah dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang 
dapat dianggap sebagai sebuah pemaksaan.  
c. Prinsip Keterpaduan 
Lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang berasal dari 
swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti 
dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponennya. Untuk itu, 
prinsip-prinsip manajemen yang modern dan telah terbukti keampuhannya 
mesti diterapkan. Seluruh komponen organisasi pengelola zakat dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah pengendalian pimpinan. 
Komponen-komponen di bawah pimpinannya itu melakukan tugas dan 
fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik 
yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing. 
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d. Prinsip Profesionalisme 
Prinsip ini berarti bahwa dalam pengelolaan zakat, infaq, dan 
shadaqah harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam 
administrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Selain itu, pengelolaan zakat, 
infaq dan shadaqah juga dituntut memiliki kesungguhan dan rasa tanggung 
jawab dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini akan lebih sempurna bila 
dibarengi pula oleh sifat amanah dari para pengurus. Apabila pengelola 
zakat, infaq dan shadaqah telah memiliki karakter seperti itu, maka lembaga 
pengelola zakat akan menjadi sebuah organisasi swadaya masyarakat yang 
dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan berhasil.  
e. Prinsip Kemandirian 
Prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prisip 
profesionalisme. Dengan pelaksanaan prinsip profesionalisme diharapkan 
menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat  yang mandiri dan mampu 
melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan 
dari pihak lain. 
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BAB TIGA 
 
MEKANISME PELAYANAN PUBLIK (AKUNTABILITAS 
DAN TRANSPARANSI) BAITUL MAL  
KOTA BANDA ACEH 
 
3.1 Profil dan Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh 
3.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh 
Sebagai sebuah organisasi terstruktur, Baitul Mal memiliki visi dan misi. 
Adapun visi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan bagian integral dari visi 
Pemerintahan Kota Banda Aceh “Banda Aceh Model Kota Madani”. Untuk itu 
yang menjadi visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah terwujudnya umat yang 
sadar zakat, pengelola yang amanah dan mustahiq yang sejahtera. 
Adapun misi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah:1 
1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq. 
2. Mewujudkan sistem pengelola zakat yang transparan dan 
akuntabilitas. 
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama 
lainnya bagi yang membutuhkan. 
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khususnya 
kaum dhuafa’. 
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.  
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat 
dan harta agama lainnya. 
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45 
 
3.1.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh 
Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga daerah non struktural 
yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan 
syari’at dan bertanggungjawab kepada Walikota Banda Aceh. Baitul Mal Kota 
Banda Aceh ini dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 
Tahun 2004 Tanggal 30 Juni 2004. Baitul Mal Kota Banda Aceh diresmikan pada 
tanggal 31 Juni 2004, dan kepengurusannya dibentuk pada tanggal 17 Desember 
2004. Pembentukan pengurus ini merupakan bagian untuk mewujudkan tujuan 
yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu untuk pengelolaan 
zakat secara profesional dan transparan dalam mewujudkan kesejahteraan, 
keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup kaum fakir/miskin dan memajukan 
pembangunan Islam. 
Menurut struktur organisasi, badan Baitul Mal yang ada di wilayah 
Kabupaten/Kota dan unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) yang berfungsi sebagai 
cabang Baitul Mal tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Baitul Mal 
Provinsi. Dalam hal ini Baitul Mal Provinsi hanya sebagai pembina dan 
pembimbing terhadap Baitul Mal di Kabuapten/Kota. Dengan demikian Baitul 
Mal di Kabupaten/Kota merupakan badan/lembaga otonom yang berarti dapat 
mengurus sendiri dana-dana zakat yang terdapat di daerah masing-masing. 
Untuk mencapai tujuan organisasi dan menciptakan suatu pola yang 
dapat mempertinggi efesiensi kerja. Badan Baitul Mal sebagai sebuah institusi 
perlu membina hubungan baik antara setiap bagian di dalam kelompok kerja. Dari 
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sini diharapkan akan wujud organisasi antara setiap unit kerja yakni adanya 
kesatuan arah kerja dan tanggung jawab serta pengawasan.  
Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri atas 3 unsur yaitu, Badan Pelaksana, 
Sekretariat dan Dewan Pengawas. Baitul Mal bertugas melaksanakan wewenang 
otonomi daerah di bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan harta agama 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun struktur atau 
susunan organisasi badan Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri:2 
1. Badan Pelaksana 
Struktur pengurus badan pelaksana terdiri dari:  
Ketua   : 1 orang 
Kepala Bidang  : 4 orang 
Kepala Sub Bidang : 8 orang 
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh 
Pasal 5 menyebutkan bahwa Baitul Mal menyelenggarakan fungsi sebagai 
berikut: 
1) Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahiq. 
2) Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama.  
3) Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan 
harta agama. 
4) Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, 
harta wakaf dan harta agama produktif. 
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 Dokumentasi Baitul Mal Kota Banda Aceh. 
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5) Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan 
harta agama produktif. 
6) Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap 
pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.  
7) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai 
dengan ketentuan syariat Islam. 
8) Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama.  
9) Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik 
atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah.  
10) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau institusi terkait lainnya 
dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.  
11) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kepala Baitul Mal Kota Banda 
Aceh mempunyai kewenangan sebagai berikut: 
1) Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.  
2) Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.  
3) Melakukan sosialisasi kewajiban pengeluaran zakat, wakaf, dan harta 
agama lainnya. 
4) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, 
wali pengawas terhadap wali nashab  dan wali pengampu terhadap 
orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.  
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5) Menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama pada 
rekening khusus Bendaharawan Umum Pemerintah Kota.  
6) Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahiq 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
7) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau 
ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah.  
8) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk 
meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip 
saling menguntungkan. 
Pimpinan mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam memberikan 
arahan dan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bidang-bidang tersebut 
terdiri atas:3 
1. Bidang Pengumpulan, membawahi: 
1.1 Sub Bidang Inventarisasi 
1.2 Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan  
2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, membawahi : 
2.1 Sub Bidang Pendistribusian 
2.2 Sub Bidang  Pendayagunaan  
3. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan, membawahi : 
3.1 Sub Bidang Sosialisasi 
3.2 Sub Bidang Pembinaan 
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4. Bidang Perwalian dan Harta Agama, membawahi : 
4.1 Sub Bidang  Perwalian 
4.2 Sub Bidang Harta Agama 
Adapun tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Baitul Mal Kota 
Banda Aceh adalah sebagai berikut :  
a. Bidang Pengumpulan: mempunyai tugas melakukan pengumpulan, 
pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut 
berdasarkan Fatwa MPU dan penyelenggaraan administrasi 
pembukuan dan pelaporan. 
b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan: mempunyai tugas 
melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf 
yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syari’at Islam.  
c. Bidang Sosialisasi dan pembinaan: mempunyai tugas melakukan 
sosialisasi, pembinaan, penyuluhan dalam rangka menjaga, 
memelihara, mengatur dan mengurus harta agama dan 
memasyarakatkan kewajiban membayar zakat serta menjalin 
kerjasama antara Ulama, Umara, Muzakki dan pelaporan secara 
berkala. 
d. Bidang Perwalian: mempunyai tugas menjadi wali pengasuh bagi 
anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli waris dan wali pengasuh 
bagi orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum 
serta melakukan pengelolaaan harta agama dan harta yang tidak 
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diketahui pemilik dan ahli waris sesuai dengan kewenangan dan 
ketentuan perundang-undangan. 
2. Sekretariat Baitul Mal 
Struktur sekretariat terdiri dari:  
Kepala Sekretariat     : 1 orang 
Kasubbag Umum      : 1 orang 
Kasubbag Keuangan dan Program   : 1 orang 
Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi : 1 orang 
Untuk menyelenggarakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi: 
1) Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal. 
2) Pelaksanaan fasilitas penyiapan program Baitul Mal. 
3) Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal. 
4) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan 
ketatausahaan sekretariat Baitul Mal. 
5) Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi. 
6) Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam 
lingkungan sekretariat Baitul Mal. 
7) Penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan 
perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh.  
8) Pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait 
lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat 
Baitul Mal. 
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9) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda. 
3. Dewan Pengawas 
Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki garis koordinasi dengan Dewan 
Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh yang diangkat dan bertanggungjawab 
langsung pada Walikota Banda Aceh. Dewan pengawas terdiri dari:  
Ketua     : 1 orang 
Wakil Ketua (merangkap anggota) : 1 orang 
Sekretaris     : 1 orang 
Anggota     : 5 orang 
Dewan Pengawas mempunyai tugas memberi pengawasan, pembinaan 
dan pertimbangan syar’i kepada  pelaksana Baitul Mal Kota dalam melakukan 
penerimaan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shadaqah serta harta agama 
lainnya. Dewan pengawas menyelenggarakan fungsi :4 
1) Pelaksanaan pemberian pengawasan syar’i kepada Baitul Mal Kota.  
2) Pelaksanaan pertimbangan dan nasihat (muwashi) baik asistensi 
maupun advokasi syar’i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 
Baitul Mal kota. 
3) Pelaksanaan penetapan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan 
wakaf serta harta agama lainnya. 
4) Pelaksanaan pengawasan administrasi dan keuangan dalam pengelolaan 
zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama lainnya. 
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Pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada Bupati/Walikota terhadap 
kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh. 
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dewan pengawas memiliki 
kewenangan merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan pengawasan di 
bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta harta agama 
lainnya. 
 
3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh 
Akuntabilitas merupakan kewajiban dasar atau bentuk 
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sesuai 
dengan standar akuntansi kepada stakeholders. Akuntabilitas timbul sebagai 
bentuk pertanggungjawaban Baitul Mal kepada muzakki. Ini berarti manajemen 
Baitul Mal Kota Banda Aceh harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan 
operasionalnya baik yang meliputi penerimaan dan penyaluran zakat kepada 
muzakki serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Baitul Mal Kota 
Banda Aceh. Karena dalam hal ini muzakki memberikan kewenangan sepenuhnya 
kepada Baitul Mal untuk melakukan pengelolaan atas dana yang diberikan oleh 
muzakki. Sebagai konsekuensi atas wewenang tersebut, maka Baitul Mal harus 
mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya kepada muzakki. Bentuk 
pertanggungjawabannya dapat dilihat dari apa saja yang disajikan manajemen 
Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada publik. 
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3.2.1 Prosedur Penerimaan dan Pendistribusian Zakat 
Muzakki yang melakukan pembayaran zakat secara tunai di Baitul Mal 
Kota Banda Aceh akan dicatat dan didokumentasikan oleh bendahara penerimaan 
dengan dua cara yaitu secara manual dan secara komputerisasi. Kedua cara 
tersebut dilakukan berdasarkan jumlah muzakki yang membayar zakat secara tunai 
di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Apabila jumlah muzakki tidak banyak, data-data 
yang berkaitan dengan muzakki akan didokumentasi melalui sistem komputerisasi. 
Dengan menggunakan sistem komputerisasi maka akan sangat menghemat waktu 
dan tenaga, informasi yang dihasilkan lebih tepat waktu. Semua data muzakki 
akan diinput oleh bendahara penerimaan ke dalam aplikasi. Namun apabila 
jumlah muzakki banyak, maka ini dilakukan secara manual. Hal ini dilakukan 
supaya tidak terjadi antrian sehingga membuat muzakki menunggu terlalu lama 
dan hal ini akan membuat muzakki tidak nyaman.5 
Selanjutnya petugas dari bagian penerimaan memposting dalam buku 
penerimaan zakat. Kas yang diterima langsung disetor ke kas daerah melalui 
rekening bank syariah yang ditunjuk oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dana 
yang berhasil dihimpun oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dicatat sesuai dengan 
jenisnya. Hal tersebut dilakukan karena pentingnya data muzakki untuk laporan 
pertanggungjawaban Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan 
penghimpunan dana. Muzakki yang membayar zakat melalui Baitul Mal Kota 
Banda Aceh akan diberikan bukti pembayaran setelah membayar zakat. Bukti 
Pembayaran pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat dilihat pada lampiran 4. 
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Untuk proses pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh akan 
didistribusikan kepada enam penerima zakat (asnaf) yaitu faqir, miskin, fisabillah, 
muallaf, ibnu sabil dan  gharim berdasarkan prioritas kebutuhan mustahiq. Yang 
tidak digunakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya dua asnaf yaitu amil dan 
hamba sahaya. Dalam hal ini Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki ketentuan 
penyaluran dana kepada pihak yang berhak menerima zakat (asnaf). Bantuan 
pendidikan dilakukan dengan program beasiswa. Kemudian untuk bantuan 
kelangsungan usaha berupa modal ataupun kebutuhan usaha.6 
 
3.2.2 Laporan Keuangan Yang Dihasilkan 
Menyajikan laporan keuangan kepada publik merupakan kewajiban 
Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat dan menerima 
amanah dari muzakki. Wujud tanggung jawab Baitul Mal adalah dengan 
memberikan laporan secara rutin kepada muzakki. Tujuan utama dari laporan 
keuangan Baitul Mal adalah menyediakan informasi tentang pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah Islam dan menyajikan informasi 
yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang dana, anggota 
organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi Baitul Mal.  
Karena dalam Islam tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggungjawaban 
baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang 
disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat.  
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Bentuk pertanggungjawaban ini bukan hanya diikuti dengan pemberian 
data yang lengkap namun juga benar adanya. Meskipun dalam hal ini muzakki 
tidak mengetahui apakah data berupa angka-angka akuntansi tersebut merupakan 
data yang benar atau tidak. Namun, ada yang lebih mengetahui secara detail yaitu 
Allah Swt. Bentuk pertanggungjawaban ini berhubungan dengan moral para amil 
di Baitul Mal. Profesi sebagai amil zakat merupakan profesi yang sangat mulia, 
kemulian ini akan menjadi lebih mulia dengan adanya moral yang sesuai dengan 
syariah yaitu ingat akan pengawasan Allah SWT. Dengan adanya moral yang 
sesuai dengan prinsip syari’ah maka laporan keuangan yang disajikan secara 
transparan ini akan mempunyai nilai lebih dengan adanya penyajian data yang 
benar apa adanya. 
Pada saat penulis melakukan penelitian ini, bagian keuangan Baitul Mal 
Kota Banda Aceh telah menyusun tata cara pembukuan laporan pengelolaan dana 
zakat dalam format yang baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang disediakan 
oleh manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh secara periodik. Setiap bulan 
bendahara penerimaan zakat, infaq dan shadaqah membuat laporan keuangan. 
Laporan penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh itu berbentuk rekapan, 
secara garis besar ada empat macam:7 
1. Tunai 
Yaitu laporan penerimaan zakat yang pembayarannya dilakukan secara 
langsung oleh muzakki dengan mendatangi Baitul Mal Kota Banda Aceh.  
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2. Melalui Tenaga Penyuluh 
Yaitu laporan penerimaan zakat yang pembayarannya diambil langsung  
oleh petugas penyuluh dari Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada muzakki. 
Apabila muzakki memiliki kesibukan yang padat sehingga tidak sempat 
membayar zakat secara langsung di kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh 
dapat menghubungi petugas penyuluh untuk mengambil zakat.  
3. Melalui Rekening Bank 
Yaitu laporan penerimaan zakat yang dibayar oleh muzakki melalui via 
rekening bank. Untuk Baitul Mal Kota Banda Aceh itu ada 5 bank yaitu: 
Bank Aceh, Bank Aceh Syariah, Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat 
Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri.  
4. SIPKD Gaji 
Yaitu laporan penerimaan zakat yang dipotong langsung dari gaji muzakki 
oleh bendahara sebuah instansi atau badan pemerintah. SIPKD ini yaitu zakat 
yang diperoleh dari pegawai negeri sipil (PNS). 
 
3.2.3 Standar Akuntasi Laporan Keuangan 
Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga keuangan daerah yang 
mengelola zakat dan harta agama lainnya untuk saat ini belum mempunyai suatu 
pedoman dan pertanggungjawaban keuangan. Standar akuntansi keuangan Baitul 
Mal Kota Banda Aceh selama ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri). Karena semua ini kewenangan dari Permendagri yang berbentuk 
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regulasi. Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam melakukan sebuah kebijakan 
berdasarkan regulasi dari Permendagri.8 
Laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh selama ini sudah 
berdasarkan prinsip akuntansi tapi dasar hukumnya dari Permendagri. Untuk itu, 
Baitul Mal Kota Banda Aceh menyusun dua laporan keuangan yaitu laporan 
penerimaan dan penyaluran zakat yang mengacu pada: 
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang 
Pembahasan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah. 
Setelah melakukan penelitian secara cermat terhadap laporan keuangan 
yang disusun oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh secara format telah 
menerapkan laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam PSAK No. 45 
yang terdiri dari: 
1. Laporan Posisi Keuangan 
Penyajian laporan posisi keuangan yang disusun oleh Baitul Mal 
Kota Banda Aceh memberikan informasi mengenai penyajian unsur laporan 
posisi keuangan (aktiva lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka 
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panjang, dan akumulasi dana) dan informasi mengenai nama organisasi yakni 
Baitul Mal Kota Banda Aceh, nama pelaporan yakni neraca dan periode 
pelaporan yakni untuk tahun yang berakhir 31 Desember.9 
2. Laporan Aktifitas 
Pada Baitul Mal laporan aktifitas ini disebut dengan laporan 
perhitungan dan penyaluran zakat yang menggambarkan tentang sumber-
sumber penerimaan zakat yang dilakukan Baitul Mal serta pengeluarannya 
sesuai dengan asnaf yang ditetapkan syariah. Transaksi yang dihimpun dalam 
rekening Baitul Mal tidak hanya bersumber dari penerimaan zakat saja, tetapi 
juga berupa penyetoran infaq, shadaqah dan lain- lain. Demikian juga 
dibidang pengeluaran terdapat penyaluran zakat, penyaluran infaq, 
pembayaran biaya administrasi bank serta pajak, maka dalam pencatatan 
tersebut dibagi kedalam dua kelompok. Pertama khusus zakat, sedangkan 
yang kedua termasuk kriteria penerimaan lain- lain. Hal ini erat kaitannya 
dengan ketentuan hukum zakat, dimana zakat disalurkan kepada 8 asnaf, 
sedangkan penerimaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.  
3. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas pada Baitul Mal Kota Banda Aceh disusun untuk 
melengkapi dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan Baitul Mal. 
Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai 
sumber, penggunaan, pembukuan kas dan setoran kas pada akhir tahun 
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anggaran. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan 
aktifitas operasi selama periode akuntansi.10 
4. Catatan Atas Laporan Keuangan  
Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan 
detail dari laporan keuangan sebelumnya. Tujuan laporan keuangan adalah 
untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan mengenai: 
gambaran umum lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas 
pos-pos keuangan. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Baitul Mal 
Kota Banda Aceh, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Baitul Mal Kota 
Banda Aceh telah melakukan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang memiliki 
kepentingan terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hal ini dapat dilihat dari 
adanya prosedur penerimaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh 
manajemen Baitul Mal serta adanya laporan keuangan yang dihasilkan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban Baitul Mal kepada publik. Adapun laporan keuangan 
Baitul Mal secara format telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana 
disyaratkan dalam PSAK No. 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, 
laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.  
 
3.3 Transparansi Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh 
Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol publik terhadap tingkat 
akses informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat 
yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Pada saat yang sama, prinsip 
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transparansi merujuk pada sikap terbuka Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam 
memberikan informasi kepada muzakki untuk mendapatkan informasi yang benar, 
jujur, dan adil seraya tetap mencermati hak-hak dasar dan kerahasian Baitul Mal. 
 
3.3.1 Prosedur Penyajian Informasi 
Prosedur penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan yang 
diberikan oleh Baitul Mal kepada para pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
Baitul Mal Kota Banda Aceh belum diinformasikan sepenuhnya secara terbuka 
kepada stakeholders dan para muzakki. Karena tidak semua informasi dapat 
diberikan secara transparan. Ada laporan- laporan tertentu yang menjadi privasi 
yang harus dijaga kerahasian oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Laporan 
keuangan yang disampaikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk saat ini 
hanya diberikan kepada atasan mereka saja yaitu bentuk pertanggungjawaban 
Baitul Mal kepada Walikota.  
Penyajian informasi kepada muzakki yang diberikan oleh Baitul Mal 
selama ini hanya diberikan kepada muzakki yang ingin mengetahui secara rutin 
bagaimana laporan pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Laporan 
keuangan yang telah dicetak diberikan kepada muzakki atau bisa juga dikirim 
melalui via email atau ke alamat rumah muzakki. Selain itu, muzakki juga bisa 
datang langsung ke kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh. Di sana pihak 
manajemen Baitul Mal akan menjelaskan bagaimana rincian dari laporan 
keuangan Baitul Mal.11 
                                                                 
11
 Wawancara dengan Anthony ..., pada tanggal 8 Agustus 2016. 
61 
 
Secara sistem, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh memungkinkan 
apabila ada muzakki yang ingin melihat dan mengetahui secara langsung 
bagaimana laporan keuangan Baitul Mal. Akan tetapi, untuk saat ini belum ada 
publikasi untuk umum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia 
(SDM) dari pengelola Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam publikasi melalui 
media. Apabila dilakukan publikasi secara umum, namun tidak ada pihak yang 
mengelola dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang salah menggunakan 
publikasi laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Apabila ada 
peningkatan dari SDM pengelola zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh ini bisa 
dilakukan publikasi secara umum.12 
Terbukanya laporan keuangan zakat yang diberikan oleh Baitul Mal Kota 
Banda Aceh diharapkan akan dapat menambahkan rasa percaya masyarakat untuk 
menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah melalui Baitul Mal Kota Banda 
Aceh. Secara otomatis laporan keuangan yang diterbitkan secara transparan juga 
sebagai bentuk pertanggungjawaban amil terhadap muzakki dan kepada Allah 
SWT. 
 
3.3.2  Akses Informasi di Baitul Mal 
Baitul Mal Kota Banda Aceh terus melakukan pembenahan dan inovasi 
untuk meningkatkan transparansi salah satunya dengan membuat laporan 
keuangan berbasis aplikasi. Pada tahun 2015, manajemen Baitul Mal Kota Banda 
Aceh membuat sebuah aplikasi berbasis microsoft akses untuk menyajikan 
laporan keuangan. Database ZIS Baitul Mal Kota Banda Aceh dirancang oleh 
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bagian keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk memberikan informasi 
kepada muzakki atau pihak-pihak yang terkait dengan Baitul Mal Kota Banda 
Aceh. Masing-masing muzakki bisa mengetahui berapa zakat yang sudah mereka 
serahkan ke Baitul Mal Kota Banda Aceh kemudian berapa yang sudah Baitul 
Mal salurkan ke masing-masing mustahiq. Dalam aplikasi ini akan terlihat 
rekapan data muzakki selama satu tahun berapa kali sudah membayar zakat di 
Baitul Mal Kota Banda Aceh.13 
Dalam aplikasi Database ZIS Baitul Mal Kota Banda Aceh semua 
disajikan mulai dari data muzakki, input data penyaluran, data penyuluh, input 
penerimaan, dan laporan. Untuk Database ZIS Baitul Mal Kota Banda Aceh  ini 
tidak multi usser. Artinya Database tersebut hanya bisa diakses oleh satu 
komputer yang ada di Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu komputer bagian 
keuangan dan program. Selain itu, Database tersebut tidak multi tahun. Artinya 
apabila tahun berganti maka laporan keuangan yang dibuat oleh Baitul Mal itu 
harus dimulai dari awal.14 
Manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melakukan evaluasi 
terhadap Database ZIS Baitul Mal Kota Banda Aceh. Manajemen Baitul Mal Kota 
Banda Aceh merasa bahwa Database tersebut tidak efektif, hal ini disebabkan 
Database tersebut hanya bisa diakses oleh satu komputer saja dan tidak multi 
tahun. Sehingga Database tersebut memerlukan inovasi yang lebih baik.  
Pada tahun 2016, manajemen Baitul Mal Kota Banda membuat sebuah 
aplikasi yaitu E-ZIS (Elektronik Zakat Infaq dan Shadaqah). E-ZIS merupakan 
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inovasi dari laporan sebelumnya. Dalam aplikasi Elektronik Zakat dan Infaq (E-
ZIS) seluruh aktivitas Baitul Mal Kota Banda Aceh mulai dari data muzakki, 
penerimaan, penyetoran, mustahiq, penyaluran, laporan, data pendukung dan data 
login terdapat dalam aplikasi tersebut. Aplikasi E-ZIS tersebut tidak jauh berbeda 
dengan Database pada tahun 2015, ini hanya lebih lengkap dari aplikasi 
sebelumnya. Perbedaanya hanya terletak pada multi usser dan multi tahun. 
Aplikasi E-ZIS tersebut masih offline dan belum bisa diakses oleh masyarakat dan 
muzakki secara umum. Untuk saat ini hanya pihak internal Baitul Mal saja yang 
bisa mengakses aplikasi tersebut.  
 
3.3.3   Kendala Yang Dihadapi Petugas Pengelola 
Dalam setiap menjalankan sebuah program, terdapat berbagai hambatan 
atau kendala yang merintangi berjalan lancarnya program yang telah 
direncanakan. Demikian pula yang dialami oleh petugas Baitul Mal Kota Banda 
Aceh dalam meningkatkan transparansi pengelolaan zakat. Beberapa kendala yang 
dihadapi adalah sebagai berikut:15 
a. Tidak memiliki ruangan tersendiri untuk bagian pengelola aplikasi E-ZIS. 
Selama ini pengelola aplikasi E-ZIS di Baitul Mal Kota Banda Aceh 
menggunakan ruang bagian keuangan dan program. Sedangkan ruang 
bagian keuangan dan program itu tidak luas dan ruang tersebut juga 
diperuntukkan untuk muzakki yang membayar zakat di Baitul Mal. 
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Sehingga penggunaan ruang tersebut untuk proses pengelolaan aplikasi E-
ZIS tidak terlalu efektif. 
b. Minimnya karyawan serta terbatasnya sumber daya manusia dari 
karyawan. Jumlah karyawan yang ada di bagian keuangan dan program di 
Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya berjumlah 10 orang. Dari 10 orang 
tersebut meliputi bendahara penerimaan 1 orang dan bendahara 
pengeluaran 6 orang dan bagian pengembangan informasi dan teknologi 3 
orang. Dan yang paling disayangkan di bagian pengembangan informasi 
dan teknologi dari 3 orang jumlah karyawannya tidak ada yang memiliki 
kemampuan di bidang informasi dan teknologi. 
c. Minimnya komputer yang memadai. Komputer yang terdapat di Baitul 
Mal Kota Banda Aceh saat ini belum memadai.  
Setelah melakukan penelitian secara cermat terhadap kendala-kendala 
yang dihadapi oleh petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pembuatan 
laporan pengelolaan zakat yang berbasis aplikasi, penulis memberikan beberapa 
cara untuk mengatasinya: 
1. Memiliki ruangan tersendiri, untuk mengelola sebuah laporan berbasis 
aplikasi yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan membutuhkan 
ruangan nyaman. Sehingga diharapkan kepada pimpinan Baitul Mal 
untuk  memberikan ruangan yang representatif bagi karyawan Baitul 
Mal. Dengan adanya ruangan yang representatif diharapkan pengelolaan 
E-ZIS dapat dipublikasikan secara umum dan kepada pihak-pihak yang 
memiliki kepentingan terhadap Baitul Mal.  
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2. Membuat pelatihan, diharapkan kepada pimpinan Baitul Mal untuk 
membuat pelatihan secara rutin. Pelatihan tersebut dilaksanakan untuk 
meningkatkan kompetensi dan pengetahuan karyawan Baitul Mal tentang 
informasi dan teknologi. Dengan adanya pelatihan secara rutin, 
diharapkan kemampuan karyawan dapat meningkat sehingga dapat 
menggunakan aplikasi yang telah dirancang.  
3. Menambah jumlah komputer di Baitul Mal serta alat-alat pendukung 
yang memadai. Dengan adanya komputer yang memadai serta adanya 
alat-alat pendukung lainnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja para 
karyawan di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan zakat.  
 
Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk publik belum 
sepenuhnya diterapkan. Untuk saat ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya 
memberikan informasi pengelolaan zakat kepada Walikota dan muzakki yang 
secara rutin ingin mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Baitul Mal. 
Penyajian informasi pengelolaan zakat di Baitul Mal belum dilakukan publikasi 
secara umum, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia dari petugas 
pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan kepada Baitul Mal Kota Banda 
Aceh untuk dapat memberikan laporan keuangan secara transparan kepada publik. 
Dengan adanya informasi yang transparan dari Baitul Mal, ini akan meminimalisir 
kecurigaan masyarakat terhadap kinerja Baitul Mal. Hal ini perlu dilakukan 
supaya muzakki yang ada di wilayah Kota Banda Aceh dapat menyalurkan 
zakatnya melalui Baitul Mal. 
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3.4 Upaya Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi di Baitul Mal 
Kota Banda Aceh 
 
Apabila seluruh muzakki yang berada di wilayah Kota Banda Aceh 
menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal dapat diperkirakan potensi zakat di 
Kota Banda Aceh dapat mencapai jumlah yang tinggi. Karena Kota Banda Aceh 
merupakan pusat kota, dimana banyaknya terjadi aktivitas yang dilakukan oleh 
masyarakat baik perdagangan, industri dan lain- lain. Namun, kenyataan yang 
terjadi tidak seluruh muzakki yang ada di Kota Banda Aceh menyalurkan zakatnya 
di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan demikian, pihak Baitul Mal Kota Banda 
Aceh melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu dengan meningkatkan 
sosialisasi dan melakukan akuntabilitas publik kepada muzakki yang ada di Kota 
Banda Aceh. Hal ini dilakukan supaya seluruh masyarakat yang ada di Kota 
Banda Aceh baik dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) maupun dari kalangan 
pedagang atau pengusaha untuk menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota 
Banda Aceh. 
Dalam menyukseskan program pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah 
pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya. Upaya-upaya 
tersebut dilakukakan dengan mensosialisasi zakat kepada masyarakat dengan 
melakukan beberapa program sosialisasi yang telah dilakukan antara lain:16 
 
 
 
                                                                 
16
 Wawancara dengan Niyyatinur, Kepala Sub Bagian Pengembangan Informasi dan 
Teknologi, pada tanggal 13 Ju li 2016 di Baitul Mal Kota Banda Aceh. 
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1. Khutbah Jumat 
Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh mensosialisasikan zakat, infaq 
dan shadaqah kepada masyarakat dalam bentuk khutbah jumat. Baitul Mal 
bekerja sama dengan pihak pengelola mesjid untuk menentukan siapa yang 
menjadi khatib dan selanjutnya ditentukan pula tema apa yang akan 
disampaikan oleh khatib tersebut yang berkenaan dengan zakat, infaq dan 
shadaqah. 
2. Ceramah pada bulan Ramadhan 
Sosialisasi juga dilakukan pada bulan Ramadhan dimana seusai 
shalat isya atau tarawih dan shalat subuh para penceramah memberikan 
ceramah-ceramah singkat berkaitan dengan zakat, infaq dan shadaqah. 
Dalam hal ini pihak Baitul Mal Kota bekerja sama dengan beberapa 
pengelola mesjid yang terdapat di wilayah Kota Banda Aceh. Ceramah 
pada bulan Ramadhan diharapkan dapat memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang zakat, infaq dan shadaqah sehingga memberikan 
pemahaman kepada masyarakat.  
3. Memasang Iklan 
Sosialisasi juga dilakukan dengan memasang iklan- iklan guna 
menyemangati masyarakat dan memberikan berbagai informasi tentang 
zakat sehingga mereka mengerti akan zakat. Pemasangan iklan dilakukan 
melalui beberapa hal berikut: 
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a. Media Cetak 
1. Majalah  
Majalah yang dibagikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh 
kepada masyarakat berisi tentang strategi dalam mengumpulkan zakat 
maupun cara menyalurkannya, dan ada juga rekapitulasi jumlah dana 
zakat yang terkumpul dan yang disalurkan oleh Baitul Mal.  
2. Koran 
Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menginformasikan 
tentang seputaran zakat yaitu melalui koran dengan memuat laporan 
akhir tahun yaitu dengan mempublikasikan laporan keuangan Baitul 
Mal Kota Banda Aceh pada setiap akhir tahunnya pada koran serambi. 
Laporan ini akan diterbitkan pada akhir tahun, semua laporan 
berisikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak Baitul 
Mal Kota Banda Aceh baik dana yang diterima maupun dana yang 
telah dikeluarkan semuanya  diberitahukan secara transparan sehingga 
tidak ada anggapan bahwa kemana dana yang dikeluarkan oleh Baitul 
Mal Kota Banda Aceh, siapa-siapa saja mustahiq yang menerimanya, 
sehingga dengan adanya data-data tersebut masyarakat akan lebih 
percaya kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.  
3. Brosur 
Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menyampaikan informasi 
zakat kepada masyarakat dan muzakki yaitu dengan cara mencetak 
brosur. Brosur yang telah di cetak kemudian dibagikan kepada donatur 
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seperti pada perusahaan-perusahaan dan pada instansi pemerintah dan 
juga dibagikan kepada muzakki perseorangan yang melakukan 
kegiatan perdagangan yang berada di wilayah Kota Banda Aceh. 
Dalam brosur ini juga dicantumkan nomor rekening dan bank mana 
saja yang dapat muzakki gunakan apabila ingin menyalurkan zakat 
sehingga kegiatan lebih mudah dan efesien. 
4. Baliho dan Spanduk 
Baitul Mal Kota Banda Aceh juga memanfaatkan media lainnya 
yaitu dengan mencetak baliho dan spanduk. Baliho dan spanduk 
tersebut di pasang di wilayah Kota Banda Aceh yaitu di area yang 
ramai dilalui oleh kendaraan baik bersifat umum maupun pribadi, 
seperti di perempatan lampu merah, tempat-tempat umum dan tempat-
tempat yang ramai di kunjungi  oleh masyarakat.  
b. Media Elektronik 
1. Televisi 
Televisi merupakan barang elektronik yang paling banyak 
dimiliki masyarakat zaman modern saat ini, bahkan semua lapisan 
masyarakat baik lapisan bawah, menengah maupun lapisan atas. 
Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa menyiarkan informasi 
menunaikan zakat melalui media televisi saat ini diperlukan. Dalam 
hal ini, Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan penyampaian 
informasi tentang zakat dengan melakukan kerja sama dengan stasiun 
televisi lokal yaitu TV Aceh dan TVRI dalam menyiarkan berita 
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seputar zakat kepada masyarakat dengan mengatur jadwal yang sudah 
disepakati pada awalnya antara pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh 
dengan pihak stasiun televisi terkait.  
2. Radio 
Selanjutnya media elektronik yang dipergunakan oleh Baitul Mal 
Kota Banda Aceh dalam sosialisasi zakat kepada masyarakat adalah 
melalui siaran radio. Adapun siaran yang digunakan untuk sosialisai 
zakat, infaq dan shadaqah yaitu radio Baiturrahman, RRI dan radio 
Seulaweut. Media ini juga dimanfaatkan karena radio dapat 
menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok Kota 
Banda Aceh. Dalam penyiaran radio ini pihak Baitul Mal sendiri 
mengirim utusannya ke kantor radio tersebut untuk dapat menyiarkan 
informasi seputaran zakat dan penyiaran tersebut dilakukan secara live 
sehingga dapat didengarkan oleh semua kalangan baik orang tua, 
pelajar maupun mahasiswa. 
3. Media Sosial 
Sosialisasi dengan menggunakan media sosial yaitu melalui 
Facebook, Instagram dan Twitter. Kegiatan yang dilakukan dimedia 
sosial tersebut diberitakan dalam bentuk ceramah yang berhubungan 
dengan masalah zakat, infaq dan shadaqah serta foto-foto kegiatan 
operasional Baitul Mal Kota Banda Aceh. Tujuan dari sosialisi melalui 
media sosial ini adalah agar masyarakat lebih mengerti dan lebih 
memahami arti dari zakat, infaq dan shadaqah dan menyadari akan 
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hikmah yang ada dibalik membayar zakat, infaq dan shadaqah yang 
selama ini masyarakat kurang memahami akan hikmahnya serta dapat 
melihat aktivitas yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. 
4. Kerja Sama dengan Pegawai Kontrak 
Baitul Mal Kota Banda Aceh semenjak tahun 2013 telah 
mengangkat 15 orang petugas lapangan sebagai penyuluh dan pengumpul 
Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan status sebagai pegawai kontrak. Tugas 
antara lain melakukan penyuluhan/sosialisasi, mendata dan 
mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada calon muzakki. Masing-
masing mereka menjumpai muzakki yang berada di wilayah Kota Banda 
Aceh. Mereka juga ditugaskan untuk menyampaikan informasi kepada 
muzakki yang didatangi mengenai segala sesuatu yang telah dilakukan oleh 
Baitul Mal terkait dengan pengelolaan zakat agar mereka mengetahui 
jumlah zakat yang terkumpul dan kemana saja dana tersebut disalurkan.  
 
Dari kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan belum 
membuahkan hasil maksimal. Hal ini dapat diukur bahwa apabila seluruh 
pedagang atau pengusaha yang ada di wilayah Banda Aceh mengeluarkan 
zakatnya melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh, zakat yang akan terkumpul 
mungkin akan mencapai Rp 10.715.700.000/tahun. Sedangkan kenyataannya saat 
ini baru terkumpul zakat dari para pedagang atau pengusaha lebih kurang Rp 
1.589.804.961/ tahun. Zakat melalui pegawai negeri sipil di kota Banda Aceh 
tidak ada masalah, karena pegawai langsung dipotong oleh bendahara gaji di 
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masing-masing dinas/instansi. Sedangkan pedagang dan pengusaha masih 
memiliki kesadaran minim dalam penyetoran zakat melalui Baitul Mal.  
Menurut Amiruddin Thalib, yaitu Subbidang Pembukuan dan Pelaporan di 
Baitul Mal Kota Banda Aceh mengatakan ada beberapa upaya dalam membangun 
kepercayaan masyarakat antara lain:17 
1. Mengadakan Sosialisasi 
Dalam meningkatkan kepercayaan muzakki kapada Baitul Mal Kota 
Banda Aceh, pihak Baitul Mal melakukan berbagai macam sosialisasi kepada 
masyarakat dan muzakki baik melalui media cetak maupun elektronik, baik 
dengan seminar ataupun cermah-ceramah seperti buletin, majalah, baliho, 
televisi, radio dan lain sebagainya. 
2. Meningkatkan Kepercayaan 
Pihak Baitul Mal lebih transparan dan akuntabel dalam membuat 
laporan, hal ini sebagai langkah awal dalam meraih kepercayaan masyarakat 
dan muzakki tentang pemasukan dan pengeluaran harta zakat, infaq dan 
shadaqah karena hal ini akan membangun kepercayaan muzakki terhadap 
akuntabilitas dan transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh.  
 
 
                                                                 
17
 Wawancara dengan Amiruddin Thalib, yaitu Subbidang Pembukuan dan Pelaporan di 
Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2016.  
73 
 
BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melaksanakan akuntabilitas dalam  
pengelolaan dana zakat dengan berbagai bentuk seperti adanya prosedur 
penerimaan dan pengeluaran zakat serta adanya laporan yang dihasilkan 
seperti menyusun laporan rutin yang diberikan kepada muzakki dan pihak-
pihak yang berkepentingan terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh. Standar 
akuntansi laporan keuangan yang digunakan oleh Baitul Mal Kota Banda 
Aceh adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). 
Namun untuk laporan keuangan Baitul Mal Kota Banda Aceh secara format 
berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 yang 
terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan 
catatan atas laporan keuangan. Transparansi pelayanan publik yang dilakukan 
Baitul Mal Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menerapkan prinsip 
transparansi. Saat ini transparansi hanya dalam bentuk penyajian informasi 
pengelolaan zakat kepada Walikota Banda Aceh dan beberapa muzakki secara 
rutin ingin mengetahui pengelolaan zakat. Penyajian informasi secara umum 
belum dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.  
2. Upaya-upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat 
yang dilakukan Baitul Mal Kota Banda Aceh antara lain: melakukan 
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sosialisasi mengenai keberadaan Baitul Mal serta fungsinya melalui khutbah 
jum’at, ceramah pada bulan Ramadhan, dan memasang iklan baik melalui 
media cetak maupun elektronik. Di samping itu, pihak Baitul Mal juga dapat 
melakukan sosialisasi dengan mengadakan seminar yang diikuti oleh seluruh 
kalangan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman 
masyarakat tentang keberadaan tugas dan fungsi Baitul Mal. 
 
4.2 Saran-Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah 
sebagai berikut:  
4.2.1 Pihak Baitul Mal. 
1. Meningkatkan transparansi kepada muzakki dengan lebih intensif yaitu 
memberikan akses informasi yang dapat dilakukan secara umum. 
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan pihak-
pihak yang terkait dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dengan adanya 
kepercayaan muzakki dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
Baitul Mal, maka jumlah zakat yang terhimpun di Baitul Mal akan 
meningkat. 
2. Melaporkan laporan keuangan kepada publik sebagai wujud tanggung 
jawab Baitul Mal yaitu dengan memberikan laporan secara rutin kepada 
masyarakat termasuk muzakki. Sehingga informasi keuangan yang 
disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat. Laporan 
keuangan yang disajikan secara transparan ini diharapkan dapat 
memberikan kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap Baitul Mal 
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Kota Banda Aceh dan dapat menghilangkan keraguan masyarakat terhadap 
kinerja pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh.  
3. Meningkatkan sumber daya manusia yaitu dengan merekrut petugas dan 
karyawan yang memiliki pengetahuan serta memiliki keahlian khusus 
dalam hal pengelolaan zakat. Selain itu, memberikan pelatihan secara 
periodik untuk menambah pengetahuan serta keahlian bagi petugas Baitul 
Mal Kota Banda Aceh. Selain meningkatkan SDM juga diperlukan adanya 
fasilitas-fasilitas yang mendukung kinerja petugas Baitul Mal Kota Banda 
Aceh seperti memiliki komputer yang memadai dan memiliki ruangan 
yang lebih representatif. 
 
4.2.2 Pemerintah Kota Banda Aceh. 
1. Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai stakeholder bekerja sama dalam hal 
mensosialisasikan fungsi Baitul Mal dengan tujuan meningkatkan 
pengelolaan dan penyaluran zakat secara efektif, sehingga peranan zakat 
memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, khususnya oleh umat 
Islam dan umumnya bagi kesejahteraan ekonomi di Kota Banda Aceh.  
 
4.2.3 Muzakki dan Masyarakat Umum. 
1. Masyarakat atau muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal 
Kota Banda Aceh hendaknya berpartisipasi aktif dalam pengawasan 
terhadap kinerja Baitul Mal dengan cara meminta laporan 
pertanggungjawaban secara rutin. 
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2. Memberikan alamat lengkap dan jelas, sehingga Baitul Mal Kota Banda 
Aceh dapat mengirimkan laporan keuangan setiap bulannya. Apabila ada 
keluhan, kritik dan saran hendaknya disampaikan kepada pihak terkait. 
Dengan harapan agar kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam 
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik di masa yang 
akan datang. 
 
4.2.4 Peneliti Selanjutnya 
1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menjadikan ini sebagai data 
awal dalam pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Terutama 
melihat keterkaitan dan pengaruh dengan variabel lainnya seperti: lokasi, 
muzakki, kesejahteraan ekonomi dan lain sebagainya. 
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